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Peningkatan realisasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia diimbangi dengan peningkatan utang
luar negeri. Utang luar negeri dengan afiliasi dapat digunakan untuk penghindaran pajak, yakni dengan
memaksimalkan biaya bunga pinjaman dan menurunkan laba kena pajak. Untuk mengatasi hal tersebut,
Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No0.169/PMK.01/2015 yang mengatur ketentuan rasio utang dan
modal perusahaan (rasio DER) sebesar 4:1. Dalam penelitan ini dissmpulkan bahwarasio DER dalam PMK
N0.169/2015 ditentukan dengan data SPT yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan benchmark dari
negaralain. Alasan adanya pengecualian industri dalam peraturan tersebut adalah struktur modal industri
tersebut didominasi oleh utang dan sudah diatur oleh ketentuan peraturan lain seperti Otoritas Jasa
Keuangan dan kementerian lain. Jika dibandingkan thin capitalization rules Indonesia dan Tiongkok,
Indonesia membutuhkan escape rules seperti Tiongkok agar thin capitalization rulestidak terlalu ketat
terhadap struktur modal perusahaan. Oleh karenaitu, sebaiknya pendekatan thin capitalization rules
Indonesia dikombinasikan dengan arms length principle seperti di Tiongkok, dan industri yang dikecualikan
dari rasio 4:1 segera diatur sertaindustri infrastruktur segeradiatur definisi dan kriterianya. Dalam
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara
mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan.

Realization of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesiais increased, but thisincreasing is aligned with
foreign debt. Foreign debt from affiliated company may be used to avoid tax by maximizing interest expense
and reducing taxable income. To overcome that situation, Minister of Finance issued PMK
No0.169/PMK.01/2015 which regulates provision of Taxpayer's debt to equity ratio (DER) in the amount of
4:1. In thisresearch, debt equity ratio in PMK No0.169/PMK.01/2015 was set by Taxpayer's Tax Review
which is collected by Directorate General of Tax and benchmark from other countries. The reason why there
are exceptional of industriesin the rules are the industries have capital structure which is dominated by loan
and DER's the industries have been regulated by other Ministers and Financial Services Authority. Then, if
Indonesia's thin capitalization rules is compared with Tiongkok, Indonesia needs escape clause as Tiongkok
so that Indonesia’s thin capitalization rulesis not too rigid with company's capital structure. Therefore,
approach of Indonesia's thin capitalization rules is combined with arm's length principle aswell as
Tiongkok, and excluded industriesin PMK No0.169/PMK.010/2015 should be regulated soon and also
industrial infrastructure should be regulated the definition and criterias more detail. This research uses
gualitative descriptive research method and collects the data through deep interview and study of literature.
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